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PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Smd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

Ahmadi bin Sabar, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai, 29 Februari
1968, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Gelatik I, Blok A, RT 14, No. 02,
Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,

Kota Samarinda sebagai Pemohon |

Sri Iriani binti Adenan Syahran, tempat dan tanggal lahir Kandangan,
29 Februari 1968, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Gelatik I, Blok A, RT 14, No. 02,
Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,

Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari
2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan
Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalii pada pokoknya sebagai
berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri, pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2004, di
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Habib
Husin, dengan wali nasab yaitu Bapak Adenan Syahran (Ayah Kandung
Pemohon Il), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H.
Jamil dan Suryadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000.00,00
(lima ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon |
berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, sedang Pemohon Il berstatus perawan
dalam usia 35 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon | dan Pemohon Il
sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya
suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Lukmanul Hakim lahir di Samarinda
tanggal 05 Desember 2006;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan selama itu
pula Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah
menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah
Pemohon | dengan Pemohon Il menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, ternyata
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut tidak tercatat pada
register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Pinang, Kota Samarinda, Nomor: B.742/Kua.16.01.07/PW.00/XI11/2020
tanggal 21 Desember 2020;

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk
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mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai
persyaratan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;

2, Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | Ahmadi bin Sabar

dengan Pemohon Il Sri Iriani binti Adenan Syahran, yang dilaksanakan

pada tanggal 03 Januari 2004, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon

Il sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.
Surat:

1.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon | Nomor

6472052212090046 tanggal 11 November 2019 yang dikelurkan Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
telah bermeterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.1).

2.
Fotokopi Surat Nomor: B.742/Kua.16.01.07/PW.00/XII/2020 tanggal 21
Desember 2020 yang dikelurkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan

dinazagelen, (bukti P.2).

B.
Saksi:
Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang

Saksi yang bernama:

1. , umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di
Jalan Batu Besaung, Gang Hawai RT 26, Kelurahan Sempaja Utara,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena Saksi
adalah .................... Pemohon II.
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tahun 2004 di
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu para Pemohon melaksanakan
pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ...............
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu Habib Husin. Yang menjadi
Saksi adalah H. Jamil dan Suryadi.
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan
terhadap pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai saat ini tetap beragama Islam
dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
2, , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di
Jalan Batu Besaung, Gang Hawai RT 26, Kelurahan Sempaja Utara,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II karena Saksi
adalah .................... Pemohon II.

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tahun 2004 di
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu para Pemohon melaksanakan
pernikahan tersebut.

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ...............

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu Habib Husin. Yang menjadi
Saksi adalah H. Jamil dan Suryadi.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak.

- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan
terhadap pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai saat ini tetap beragama Islam
dan tidak pernah bercerai.

- Bahwa Pemohon | tidak memiliki istri lain selain Pemohon 1.

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan telah cukup dengan
pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun
serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita
acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk
kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan telah
melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi pernah
memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama.
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut,
Pemohon | dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan
Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah
diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan
maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan
mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah
menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan
kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian
antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya
tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon
Il yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi-
Saksi, Mejelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan pernikahan
menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2011 di
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki Surat Bukti Nikah.

- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon | dan

Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Muhammad Meldhi Ramadhan, lahir di Samarinda tanggal 25
Juli 2012;

b. Muhammad Meldi Maulana, lahir di Samarinda tanggal 30
Oktober 2015;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai sekarang tidak pernah
bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang
menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat memerlukan surat bukti nikah.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah
memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) b Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab figh dan diambil alih

sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. lanatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254:
u.;.).(bl.uu_g ._;J_g_g.z: oY) dJo_g).L'U_g W)S.) 6').0' QJ.C clS.u 6_9.9.)J| 9\9_9
.JS)&

Artinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus
menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan
dua orang Saksi.

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi:
el alslall asdWl 3] s

Artinya : Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang

telah balig lagi berakal .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.
Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum

syara’ yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Para Pemohon;

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah

Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir
Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi,
S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
ttd
ttd.
Dra. Juraidah Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.

Panitera Pengganti,
Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum
Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp
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30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp

4. PNBP panggilan pertama 150.000,00

RP 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp 269.000,00

Samarinda, 27 Januari 2021
Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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